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ABSTRAK

CATATAN

: - bahwa kepada Wajib Pajak yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan

pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan
surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain
Rupiah yang diijinkan serta pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dalam satuan mata uang
rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau satuan mata uang asing dan disusun dalam bahasa
asing yang diijinkan Menteri Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU 16 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No.126, TLN No.3984), UU 20 Tahun 1997 (LN
Tahun 1997 No.43, TLN No.3687), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1
Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83, TLN
No.4738), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 99/PMK.06/2006 sebagaimana telah diubah
dengan Permenkeu Rl 179/PMK.05/2010, Permenkeu RI 196/PMK.03/2007, Permenkeu Rl
218/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2009.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerimaan Negara dalam mata uang asing terdiri dari penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara
Bukan Pajak Non-Migas, dan Penerimaan Pengembalian Belanja yang bukan bersumber dari
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Untuk dapat ditunjuk sebagai Bank Persepsi Mata Uang Asing,
Bank harus memenuhi persyaratan: mengajukan permohonan sebagai Bank Persepsi Mata Uang
Asing kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat, dilengkapi dengan
dokumen, lulus UAT yang ditetapkan oleh BUN/Kuasa BUN Pusat, dan memperoleh rekomendasi
dari Bank Indonesia. Dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan negara, Bank Umum/Bank
Devisa waijib terlebih dahulu ditunjuk sebagai Bank Persepsi Mata Uang Asing melalui tata cara
penunjukkan Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Satuan kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban Penerimaan Negara. Unit
Eselon | Kementerian Keuangan sebagai pengelola Penerimaan Negara membukukan Penerimaan
Negara dengan menggunakan data hasil rekonsiliasi. Bank Persepsi Mata Uang Asing dilarang
melakukan pembatalan atas transaksi yang telah memperoleh NTPN, terkecuali untuk
proses reversal. Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas Penerimaan Negara, Direktur
Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penelitian atas kebenaran
Penerimaan Negara yang dilakukan oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing termasuk sistem informasi
teknologi yang digunakan oleh Bank Persepsi Mata Uang Asing dalam melaksanakan penatausahaan
Penerimaan Negara. Bank Umum/Bank Devisa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% dari jumlah Penerimaan Negara yang
diterima dan langsung disetorkan kepada Bank Persepsi Mata Uang Asing. Bank Persepsi Mata Uang
Asing yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai Bank Persepsi
Mata Uang Asing, dilarang melakukan penatausahaan penerimaan negara.

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

- Lampiran halaman 1.



